





A.  Latar Belakang Masalah  
Di Indonesia terdapat dua lembaga keuangan yaitu lembaga keuangan 
konvensional dan lembaga keuangan Syari’ah. Lembaga keuangan (Financial 
Institution) adalah suatu perusahaan yang usahanya bergerak di bidang jasa 
keuangan, artinya kegiatan yang dilakukan oleh lembaga ini akan selalu berkaitan 




Lembaga keuangan konvensional ialah lembaga keuangan yang kegiatan 
usahanya dilakukan secara konvensional. Adapun lembaga keuangan Syari’ah 
adalah lembaga keuangan yang menjalankan kegiatan usahanya dilakukan 
berdasarkan prinsip Syari’ah.  
Menurut Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 yang di 
maksud dengan Prinsip Syari’ah adalah : “Prinsip Hukum Islam dalam kegiatan 
perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki 
kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syari’ah”.  
Pada pasal 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan 
Syariah yang berbunyi bahwa perbankan syariah dalam melakukan kegiatan 




Dari ketentuan di atas tampak bahwa menurut Undang-Undang Nomor 21 
Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, prinsip hukum Islam yang akan 
digunakan dalam kegiatan yang dijalankan oleh lembaga keuangan Syari’ah 
terlebih dahulu harus ditetapkan dalam fatwa, yang dalam hal ini adalah Fatwa 
Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia.   
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Sejalan dengan perkembangan lembaga-lembaga keuangan Syari’ah, 
ulama semakin tertuntut untuk turut serta dalam memberikan masukan untuk 
kemajuan lembaga tersebut. Dalam rangka mengantisipasi tuntutan tersebut, 
Majelis Ulama Indonesia (MUI) membentuk Dewan Syariah Nasional (DSN) 
yang dianggap sebagai langkah efisien untuk mengkoordinasikan ulama dalam 
menanggapi isu-isu yang berhubungan dengan masalah ekonomi atau keuangan. 
Di samping itu, DSN diharapkan berfungsi sebagai pendorong penerapan ajaran 
Islam dalam kehidupan ekonomi. Oleh karena itu, DSN berperan serta secara 
proaktif dalam menanggapi perkembangan masyarakat Indonesia dalam bidang 
ekonomi dan keuangan. 
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Dalam menjalankan kegiatannya Lembaga Keuangan Syari’ah harus 
sejalan dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN). Salah satu  jenis kegiatan 
yang di lakukan oleh Lembaga Keuangan Syari’ah adalah kegiatan pembaiayaan. 
Praktek pembiayaan diperbankan syariah mempunyai sebuah system yang harus 
mengikuti ketentuan yang digariskan dalam Undang -Undang  Nomor 10 Tahun 
1998 tentang Perbankan yakni harus berpedoman pada prinsip-prinsip  syariah 




Salah satu produk yang ditawarkan oleh lembaga keuangan Syari’ah 
khususnya lembaga pembiayaan adalah pembiayaan konsumtif. Salah satu akad 
yang digunakan dalam pembiayaan ini adalah akad murabahah. Murabahah 
merupakan salah satu produk yang paling popular dalam praktik pembiayaan pada 
lembaga keuangan Syari’ah. Selain mudah perhitungannya, baik bagi nasabah, 
maupun manajemen lembaga, produk ini memiliki beberapa kesamaan (yang 
bukan prinsipil) dengan sistem kredit pada perbankan konvensional. Meskipun 
demikian, secara prinsip murabahah sangat jauh berbeda dengan suku bunga 
dalam perbankan konvensional. 
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Akad murabahah termasuk salah satu dari sekian macam jenis jual beli. 
Secara sederhana akad murabahah adalah jual beli atas barang tertentu, di mana 
penjual menyebutkan harga pembelian barang kepada pembeli kemudian menjual 




Dalam praktiknya di lembaga keuangan Syari’ah akad jual beli murabahah 
ini terdapat sebuah ketentuan dimana pihak lembaga boleh meminta nasabah 
untuk membayar uang muka saat menandatangani kesepakatan awal pemesanan. 
Hal ini lazim disebut dengan ba’i al-‘urbun. Nampaknya tidak semua kegiatan 
usaha lembaga pembiayaan menggunakan sistem jual beli al-‘urbun,.  
Di kalangan para fuqaha jual beli al-‘urbun merupakan salah satu akad 
yang diperdebatkan apakah sah atau batil dengan kata lain bertentangan dengan 
hukum Islam. Ulama fiqh berbeda pendapat mengenai status hukum jual beli 
‘urbun. Mayoritas ahli fiqh mengatakan bahwa jual beli ‘urbun adalah jual beli 
yang dilarang dan tidak sah. Akan tetapi menurut Hanafi, jual beli ‘urbun 
hukumnya fasid. Mayoritas ulama mengatakan bahwa jual beli ini adalah jual beli 
yang batal, hal ini merujuk pada sabda Rasulullah SAW, yaitu; 
 
َّ دَحَِّنْبَِّكِلاَمَُّبِتاَكٍَّد مَُمَُُّوَبأٍَّبيِبَحَّبَِأَُّنْبَُّبيِبَحَّاَن َث  دَحَّ ُّيِماَخُّرلاََّبوُقْع َيَُّنْبَُّلْضَفْلاَّاَن َث
َّ نلاَّ نَأَِّه  ِدَجَّْنَعَِّهِيَبأَّْنَعٍَّبْيَعُشَِّنْبَِّورْمَعَّْنَعَّ ُّيِمَلْسَْلْاٍَّرِماَعَُّنْبَّ  ِللَّاَُّدْبَعَّاَن َث  دَحٍَّسََنأَّ لَصَّ بَِّى
َّنَبَْرُعْلاَِّعْي َبَّْنَعَّىَه َنََّم لَسَوَِّهْيَلَعَّ  للَّا7  
Telah menceritakan kepada kami Fudail bin Ya’kub Arrukhomi, telah 
menceritakan kepada kami Habib bin Abi Habib Abu Muhammad Katib Malik 
bin Anas, telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Amir Al-Aslami dari 
Amr’ bin Syu’aib dari bapaknya dari kakeknya “Bahwasannya Rasulullah SAW 
melarang jual beli secara panjar (ba’i al-‘urban)”.  
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Hadits ini secara jelas melarang jual beli jual beli ‘urbun, dengan sabda 
Rasulullah SAW dengan menggunakan lafadz nahyi (larangan), maka dari itu 
jumhur fuqaha melarang jual beli ‘urbun berdasarkan hadits ini.  
Menurut Ibnu Rusyd mayoritas fuqaha selain berargumentasi dengan 
hadits di atas, mayoritas fuqaha melarangnya dengan argumentasi lain 
bahwasannya jual beli tersebut termasuk ke dalam bab kesamaran dan pertaruhan, 
juga memakan harta orang lain tanpa adanya suatu imbalan. 
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Akan tetapi Imam Ahmad bin Hanbal berpandapat bahwa jual beli ini 
boleh saja dilakukan. Ini berdasarkan beberapa hadits, diantaranya hadits yang 
diriwayatkan Abu Syaibah dalam kitab Mushannaf-Nya, dari hadits Zaid bin 
Asalam, yaitu : 
 
َّْيَزَّْنَعَّ،ٍَّدْعَسَُّنْبَُّماَشِهَّاَن َث  دحَّ:ََّلَاقَّ،ٍَّرْشِبَُّنْبَُّد مَُمَُّاَن َث  دَحَّصلى الله عليه وسلمَّ بِ نلاَّ  نَأَّ:ََّمَلْسَأَِّنْبَِّد
َّعْي َبْلاَّفََِّنَبَْرُعْلاَّ لَحَأ.9 
Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Basyar, ia berkata; telah 
menceritakan kepada kami Hisyam bin Sa’ad dari Zaid bin Aslam “Bahwasannya 
Rasulullah SAW menghalalkan sistem panjar dalam jual beli”.  
Kedua hadits yang dijadikan argumentasi oleh para ahli fiqh ini saling 
berlawanan. Bahwasannya ada hadits yang melarang jual beli ‘urbun di sisi lain 
ada hadits yang membolehkannya. Nampaknya kedua hadits yang berlawanan ini 
perlu untuk dikaji lebih dalam mengenai derajat haditsnya.  
Keabsahan jual beli murabahah ini terdapat dalam Fatwa Dewan Syariah 
Nasional (DSN) Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang murabahah. Lebih khusus 
lagi dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) dikenal juga suatu institusi 
serupa ‘urbun dan disebut dengan uang muka. pembayaran uang muka ini 
diberlakukan dalam akad murabahah antara suatu lembaga keuangan Syari’ah 
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dengan nasabahnya. Ketentuannya disebutkan pada angka 6 dari amar kedua 
Fatwa DSN No. 13/DSN-MUI/2000.  
Tampaknya konsep jual beli ‘urbun yang tertera dalam Fatwa Dewan 
Syariah Nasional (DSN) No.13/DN-MUI/2000 masih menggunakan dalil yang 
umum mengenai jual beli baik dalil berupa Al-Qur’an maupun Hadits Nabi dan 
tidak mencantumkan dalil secara khusus mengenai uang muka tersebut. Padahal 
dalam literatur fiqh banyak diperbincangkan mengenai status jual beli ‘urbun 
(uang muka) disebabkan adanya dua hadits yang saling kontradiksi yang telah 
penulis sebutkan di atas. 
Oleh karena itu penulis berusaha meneliti pendapat para fuqaha mengenai 
status jual beli ‘urbun ini serta meneliti argumen-argumen lain yang menjadi 
landasan dalam menentukan status hukum jual beli ‘urbun, serta menganalisis 
faktor-faktor munculnya Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) No. 13/DN-
MUI/2000 tentang Uang Muka dalam Murabahah  yang tampaknya masih 
menjadi perbincangan di kalangan fuqaha mengenai status hukumnya dan 
menganalisis bagaimana proses transformasi yang digunakan Dewan Syariah 
Nasional (DSN) dalam menetapkan fatwa tentang uang muka dalam murabahah. 
 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan uraian di atas maka penulis merumuskan permasalahan sebagai 
berikut :  
1. Bagaimana silang pendapat fuqaha  mengenai hukum jual beli ‘urbun ? 
2. Bagaimana konsep uang muka dalam murabahah di Fatwa DSN Nomor 
13/DSN-MUI/2000 dan metode istinbatul ahkam Fatwa DSN NO 13/DSN-
MUI/2000 tentang uang muka dalam Murabahah? 
3. Bagaimana Proses transformasi yang digunakan Dewan Syariah Nasional 
(DSN) dalam menetapkan Fatwa tentang uang muka dalam murabahah? 
 
C. Tujuan Penelitian  




1. Untuk mengetahui bagaimana silang pendapat fuqaha mengenai hukum 
jual beli ‘urbun. 
2. Untuk mengetahui konsep uang muka dalam murabahah di Fatwa DSN 
NO. 13/DSN-MUI/2000 dan metode istinbatul ahkam Fatwa DSN Nomor 
13/DSN-MUI/2000 tentang uang muka dalam Murabahah 
3. Untuk mengetahui Proses transformasi yang digunakan Dewan Syariah 
Nasional (DSN) dalam menetapkan fatwa tentang uang muka dalam 
murabahah.  
 
D. Kerangka Pemikiran 
 Penulisan tesis ini dititikberatkan kepada proses Transformasi Uang Muka 
(urbun) Pada Fatwa DSN Nomor 13/DSN-MUI/2000 tentang Uang Muka dalam 
Murabahah. Dimana pendapat peserta rapat pleno Dewan Syariah Nasional 
bersama dengan Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia 
pada hari Sabtu, tanggal 7 Rabi’u awwal 1421 H./16 September 2000 dan 
pendapat peserta rapat pleno Dewan Syariah Nasional pada hari sabtu, tanggal 17 
Jumadil Akhir 1421 H./16 September 2000, memutuskan dan menetapkan Fatwa 
tentang Uang Muka dalam Murabhah. Terbentuknya Fatwa Dewan Syariah 
Nasional (DSN) adalah salah satu bentuk transformasi yang direncanakan 
maksudnya bahwa transformasi terbentuknya Fatwa Nomor 13/DSN-MUI/2000 
tentang uang muka dalam Murabahah ini tidak terjadi begitu saja, tetapi melalui 
tahapan-tahapan perencanaan. Dimulai dari wacana dikalangan para ahli ekonomi 
islam dalam bentuk diskusi dan seminar, penelusuran oleh para ulama dan sampai 
kepada terbentuklah Fatwa Dewan Syarian Nasional (DSN).  
1. Pengertian Transformasi 
Transformasi secara etimologis berarti perubahan bentuk, rupa, format, 
dan sifat. Ia merupakan struktur atau rangka (framework) untuk memahami proses 
perubahan yang sedang terjadi pada masyarakat, baik lokal maupun global.
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Perubahan ini bisa secara keseluruhan atau bisa juga bagian tertentu saja. Dalam 
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pengertian lain transformasi merupakan perubahan yang mendalam sampai 
keperubahan nilai kultular. Faktor yang memicu proses transformasi adalah 
pendidikan, teknoogi, nilai-nilai kebudayaan gerakan sosial, dan idiologi. 
Transformasi bisa dalam dua bentuk: pertama, direncanakan (planned 
change), dan kedua, tidak direncanakan (unplanned change). Ia meliupti dua hal, 
transformasi struktural dan transformasi kultural. Transformasi struktural 
berkaitan dengan perubahan struktur dan organisasi masyarakat berikut lembaga-
lembaganya, sementara transformasi kultural menyangkut perubahan norma, nilai, 
pandangan, serta prilaku. Dengan demikian, transformasi disebut juga perubahan 
social yang meliputi semua system yang digunakan manusia untuk mengatur 
masyarakat, baik system politik, sosial, ekonomi, intelektual, religious, dan 
psikologis. 
Berdasarkan atas teori transformasi diatas kaitanya dengan transformasi 
teori fiqh muamalah kedalam peraturan perbankan syariah, maka transformasi 
yang terjadi adalah transformasi sebagian, terjadi secara evolusi, direncanakan dan 
menyangkut obyek kultural serta struktural. 
Arti sebagian dan terjadi secara evolusi ialah bahwa konsep fiqh 
muamalah yang ditransfer hanya konsep tertentu dan berlangsung secara evolusi. 
UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan hanya memuat term “kredit” dan 
termuat dalam pasal 1 ayat (12) , lalu UU No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan 
UU No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. UU No. 10 Tahun 1998 
memuat operasional bank berdasarkan prinsip syariah seperti pembiayaan, 
mudharabah, musyarakah, murabahah, ijarah, dan ijarah wa iqtina’ sebagaimana 
tersirat dalam pasal 1, ayat (3), (4), (12), dan (13) serta pasal 7 dan 8. Secara lebih 
lengkap, aturan perbankan syariah termuat dalam UU No. 21 Tahun 2008. Proses 
evolusi dalam transformasi dimaksud semakna dengan teori al-tadarruj 
(berangsur-angsur) dalam hukum islam. 
Transformasi direncanakan artinya bahwa transformasi konsep fiqh 
muamalah tidak terjadi begitu saja, tetapi melalui tahapan-tahapan perencanaan. Ia 
dimulai dari wacana di kalangan ahli ekonomi islam dalam bentuk diskusi dan 




legislatif sampai pengundangan. Transformasi kultural dan struktural artinya 
transformasi itu menyangkut obyek kultur yaitu nilai, norma, prilaku dan 
pandangan. Nilai dan norma yang terdapat dalam peraturan perbankan mengalami 
perubahan dalam bentuk penambahan dan pergeseran sehingga mengakibatkan 
perubahan persepsi masyarakat terhadap perbankan. 
a. Tahapan-tahapan transformasi 
1). Mengubah atau Memodifikasi (how to alter) 
Proses mengubah atau memodifikasi diawali dengan adanya pergeseran 
pemahaman masyarakat terhadap nilai-nilai yang sedang mereka anut dan 
pedomani. Perubahan dilakukan apabila masyarakat memandang aturan-aturan 
dan niali-niali tersebut sudah ketinggalan zaman dan tidak relevan dengan hajat 
hidup mereka. Perubahan dapat dilakukan dalam dua bentuk, yaitu penambahan 
dan pengurangan terhadap aturan yang sedang berjalan dan diberlakukan. Untuk 
kasus peraturan perbankan maka telah terjadi penambahan dan pengurangan 
terhadap nilai-nilai yan dikandungnya. Hal ini dilakukan karena masyarakat 
memandang peraturan tersebut tidak mampu menyelesaikan persoalan-persoalan 
ekonomi kekinian yang melanda, tidak hanya ummat islam tetapi masyarakat pada 
umumnya. 
2). Memindahkan (how to transfort) 
 Adalah nili-nilai lain yang terdapat diberbagai sumber dialih tempatkan 
dan digunakan dalam aturan baku yang harus dipedomani oleh masyarakat. Hal 
ini seperti yang terjadi dalam peraturan perbankan. Teori fiqih muamalah 
sebelumnya hanya termuat didalam kitab-kitab fiqh klasik dijadikan aturan 
berekonomi yang tertuang didalam peraturan perbankan syariah. 
3). Menyimpan atau Melestarikan (how to store) 
Artinya bahwa aturan yan sedang diberlakukan itu tidak serta merta 
diganti seluruhnya, tetapi sebagianya yang masih relevan tetap dipertahankan. 
Teori ini semakna dengan teori hukum islam yang menjelaskan bahwa hukum 
islam tetap menjaga dan melestarikan teori lama yang baik, disamping meraih 




tidak diganti seluruhnya tetapi disisipi aturan baru yang dianggap lebih baik dan 
fungsional. Teori baru yang disisipkan itu ialah teori fiqh muamalah. 
4). Memeriksa atau Mengevaluasi (how to inspect) 
 Ialah bahwa aturan yang sedang berlaku senantiasa dievaluasi dan dilihat 
ulang keberadaanya. Oleh karena itu, peraturan perbankan yang baru yang sedang 


























































Garis searah,sebab akibat,proses transformasi, dan unsur-unsur 


























c. Faktor-faktor proses penyususnan peraturan perundang-undangan dengan 
proses adaptasi dan harmonisasi fiqh muamalah kedalam peraturan perbankan 
syariah 
Signifikasi antara teori transformasi, model-model perubahan dan segala 
ciri-cirinya, proses penyususnan peraturan perundang-undangan dengan proses 
adaptasi dan harmonisasi fiqh muamalah kedalam peraturan perbankan syariah 
menyangkut enam faktor; 
1).  konstitusi yang dijadiakan rujukan 
Konstitusi yang dijadikan rujukan penyusunan UU Republik Indonsia NO. 
10 Tahun 1998 adalah Pancasila, UU dasar 45 pasa 5 ayat (1), Pasal 20 (1), Pasal 
23, Pasal 33, dan instruksi presiden NO. 15 Tahun 1970 tentang tatacara 
mempersiapakan rancangan UU dan rancangan peraturan pemerintah rebublik 
indonesia. Adapun rujukan kkonstitusi UU No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan 
syariah adalah pertama, UUD 1945 pasal 20 dan 33;, kedua UU NO. 7 Tahun 
1992 tentang perbankan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 No. 
31, tambahan gambaran Negara Republik Indonesia NO. 3472). Sebagaimana 
telah diubah dengan UU NO. 10 tahun 1998(Lembaran Negra Republik Indonesia 
tahun 1998 NO. 182), tambahan lembaran Negara republik Indonesia NO. 3790); 
ketiga, UU No. 23 Tahun 1999(Lembaran Negara RI Tahun 1999 No. 66 
Tambahan lembaran Negara RI No. 3843) sebagaimana telah diubah dengan UU 
No. 3 Tahun 2004 (Lembaran Negara RI Tahun 2004 No. 7, Tambahan Lembaran 
Negara RI No. 4357); keempat, UU No. 24 Tahun 2004 tentang Lembaga 
Penjaminan Simpanan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 No. 96, Tambahan 
Lembaran Negara RI No. 4420); kelima UUU No. 40 Tahun 2007 tentang 
Perseroan Terbatas (Lembaran Negara RI Tahun 2007 No.106, Tambahan 
Lembaran Negara RI No. 4756. 
2).  Politik Hukum 
 Politik hukum penyusunan UU No. 10 Tahun 1998 dan UU No. 21 Tahun 
2008 terkait dengan Political Will pemerintah di sektor perekonomian serta dasar 
pertimbangan penyusunan undang-undang tersebut.  




 Program legislasi atau taqnin dalam penyusunan undang-undang ini 
menyangkut tiga hal; pertama, proses persiapan berupa mempersiapkan rancangan 
UU dalam bentuk perancangan dan penyusunan dilingkungan pemerintah setelah 
sebelumnya melakukan pengkajian yang medalam; kedua, proses mendapatkan 
persetujuan dari dewan rakyat hasil dari proses pembahasan dipersidangan 
dewantiga, proses pengesahan (oleh presiden) dan pengundangan oleh mentri 
Negara sekretaris Negara atas perintah presiden. Proses legislasi ini dilakukan 
oleh para penyelengara Negara, yaitu legislatif dan eksekutif 
4). Bahan Baku 
Adapun bahan baku atau sumber materi UU No. 10 Taahun 1998 dan UU 
No21 Tahun 2008 adalah hukum internasional (konvensi), hukum barat, hukum 
adat. Dan hukum islam secara spesifik adalah fiqih muamalah. Untuk kepentingan 
peneitian ini, penulis lebih mengkhususkan bahan baku fiqih muamalah. 
5). Produk Legislasi 
Adapun produk legislasi tersebut berupa peraturan perundang-undangan, 
yaitu materi UU NO. 10 Tahun 1998 dan UU. No.21 Tahun 2008 yang dalam 
term fiqh sudah menjadi qanun. 
6). Aspirasi Masyarakat 
Aspirasi muncul karena terjadi perubahan dalam masyarakat, yaitu 
dikalangan MUI, ICMI, Ormas Islam, Partai Politik, dan Perorangan. 
Langkah-langkah penerapan Qanun bisa secara stuktural, kultural, dan 
gabungan antara stuktural dan kultural yang dalam aspek muamalah berupa 
lembaga masyarakat ekonomi syariah (MES) yang diddirikan pada tanggal 21 
Maret 2001. Aspirasi masyarkat bisa dalam bentuk ke cendrungan dan keinginan 
atau bisa juga berupa tuntutan masyarakat muslim Indonesia.  
Runtutan dan tahapan transformasi fiqh muamalah sehingga menjadi UU 
bermula dari Al-syariat dalam pengertian Al-Kitab dan As-Sunnah. Al-syariat 
merupakan pijakan, landasan dan rujukan fuqaha dalam memahami, menggali, 
dan menetapkan hukum suatu peristiwa. Produk dari proses pemikiran dan 
pemahaman fuqaha tersebut terwujud dalam bentuk ilmu fiqh, fatwa, qanun, 




bersifat umum dan meliputi semua aspek hukum. Ia bersifat ijtihadi karena 
reduksi dari pemikiran dan penalaran mendalam fuqaha. Oleh karena itu diantara 
cirinya ialah mukhtalaf fih dan tidak memiliki daya ikat. 
Fatwa berarti nasihat, petuah, dan respon terhadap peristiwa hukum. 
Pemberi fatwa (mufti) didalam meresfon peristiwa hukum tidak selalu atas dasar 
pemerintah individu, kelompok, maupun lembaga, tetapi bisa juga karena 
inisiastif dari multi sendiri. Oleh karena itu fatwa bersifat kasusistik dan 
merupakan jawaban atas pertanyaan peminta fatwa (mustafti). Fatwa berperan 
sebagai sumber yang tidak terputus yang memberikan peluang kepada hukum 
untuk meperkaya materinya. Oleh karenanya, ia bisa mewakili materi yang 
terbaru maupun terlama yang relevan dengan kebutuhan masyarakat yang 
senantiasa berkembang dan berubah dari fawa kewaktu. Ciri khas fatwa ialah : (a) 
Dalam islam lembaga fatwa adalah lembga yang bebas dari lembaga pemerintah 
dan intrik politik; (b) Fatwa yang dikelurkan oleh mufti adalah sumber utama 
untuk mengelaborasi dan memperluas karya-karya furu’ (fiqh);(c) Fatwa bersifat 
universal dan dapat diterapkan terhadap semua kasus yangs sama. Namun 
demikian, fatwa yang diberikan kepadanya, karena fatwa seorang ulama disuatu 
tempat bisa berbeda dengan fatwa ulama ditempat lain meskipun untuk kasus 
yang sama. Oleh karenanya fatwa bersifat dinamis, ia merupakan jawaban 
terhadap perembangan baru yang terjadi dimasyarakat meskipun isi fatwa itu 
sendiri belum tentu dinamis. 
Qanun adalah peraturan perundang-undangan dinegara islam yang 
dirumuskan, khusunya, oleh fuaqaha dan para ahli lainya. Di Indonesia peraturan 
perundang-undangan dirumuskan oleh para penyelenggara negara yaitu eksektitif 
dan legislatif. Ia memiliki daya ikat dan daya paksa karena merupakan hasil 
Konsensus bersama.  
Qadha merupakan keputusan pengadilan agama. Ia khusus dibandingkan 
fiqh dan cendrung dinamis karena hanya meliputi aspek tertentu sesuai dengan 
perkara yang dihadapi masyarakat. Dari sisi kekuatan hukum, ia lebih mengikat 
terutama bagi para fihak yang berperkara. Pergeseran dan atau perubahan dari Al-




berurutan dari Al-Syariat ke fiqh ke fatwa ke qanun lalu ke qadha, adalah proses 
transfirmasi. Nilai-nilai fiqh teresbut selanjutnya mengalami perubahan bentuk 
taransforamsi (transform) ketika ia menjadi materi UU No. 21 Tahun 2008 
tentang perbankkan syariah.    















2. Pengertian urbun (uang muka) 
a. Menurut Hisam ad-Din al-Turfawi, ‘urbun adalah: "11  
Pertama secara etimologis, Ibnu Mundzir berkata: arroba, wa arbana, wa 
huwa urban, wa ‘urbun, wa ‘arbun dikatakan, bahwasannya dinamai demikian 
karena sebagai uang panjar dalam akad jual beli. Yaitu perbaikan dan 
penghilangan kerusakan supaya tidak dimiliki oleh pembeli selainnya. Kedua 
secara terminologi, memiliki dua makna, yaitu:  
Pertama: seseorang membeli barang dagangan dan menyerahkan sebagain 
uang kepada penjual, apabila ia jadi melakukan jual beli ia akan menyempurnakan 
pembayaran , apabila tidak jadi melakukan jual beli maka ia (penjual) 
mengembalikan apa yang ia terima.  
                                                          
11











Kedua: Seseorang membeli barang dagangan dan menyerahkan sejumlah 
uang kepada penjual, apabila pembeli melangsungkan transaksi jual beli maka 
pembeli akan membayar penuh, dan apabila pembeli tidak jadi melangsungkan 
jual beli, maka uang muka tersebut menjadi milik penjual dan tidak pembeli tidak 
meminta uang mukanya kembali. 
Adapaun yang dimaksud jual beli ‘urbun adalah seseorang membeli 
sebuah barang kemudian ia membayar satu dirham atau sebagian kecil dari harga 
barang kepada penjual, dengan syarat apabila transaksi jual beli dilanjutkan maka 
satu dirham yang telah dibayarkan itu akan terhitung sebagai bagian dari harga 
barang, akan tetapi apabila transaksi jual beli tidak jadi, maka satu dirham yang 
telah dibayarkan akan menjadi pemberian (hibah) bagi penjual.  
b. Menurut Sa’di Abu Jaib:12 
“Uraban: urbun. Urbun adalah seorang pembeli mendahulukan 
pembayaran dan akan melunasinya apabila jadi melakukan transaksi jual beli, 
apabila tidak jadi melakukan transkasi jual beli, maka uang yang yang 
didahulukan menjadi milik penjual.  
c. Menurut Malikiyah, Hanafiyah, Syafi’iyah dan Hanabilan 
 urbun ialah: Seseorang membeli sesuatu, atau menyewa sesuatu, dan 
memberikan sebagian uang atau ujroh kepada pembeli. Kemudian pembeli 
berkata kepada penjual: “Apabila aku jadi membeli barang tersebut, maka aku 
akan menyempurnakan pembayarannya, dan apabila aku tidak jadi maka itu 
adalah milikmu dan aku tidak akan mengambilnya kembali darimu.  
d. Menurut Mau’suah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah urbun adalah:13 
Al-‘arabun dengan menggunakan dua fathah seperti halazun, wa al-urbun 
wizan ushfur, lughotun fih. Al-urban dengan dhommah lughatun tsalits dengan 
wazan (timbangan) qurban. Adapun dengan menggunakan fathah dan sukun 
adalah lahnun (tidak tepat membacanya) tidak ada perbincangan di dalamnya 
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menurut orang-orang Arab. Itu adalah mu’arrab. Para ahli memberikan tafsir 
secara bahasa adalah apa-apa yang diakadkan dalam jual beli.  
e. Menurut istilah fiqih adalah seorang pembeli membeli sesuatu, dan 
menyerahkan kepada penjual satu dirham atau lebih, apabila ia mengambil barang 
dagangan tersebut dari penjual, maka ia (pembeli) akan menyempurnakan 
pembayarannya, dan apabila pembeli tidak jadi mengambil (barang dagangan) 
tersebut maka uang yang telah diberikan pembeli kepada penjual akan menjadi 
milik penjual.  
f. Menurut Hisan al-Din ‘Afanah ‘urbun adalah:14 
Ba’i al-‘urbun adalah seseorang (penjual) menjual sesuatu dan mengambil 
dari pembeli sejumlah uang dan dinamai ‘urbunan untuk memperkokoh hubungan 
transaksi diantara keduanya dengan asas sesungguhnya pembeli apabila jadi 
melaksanakan akad maka akan menyempurnakan pembayaran ‘urbun-nya, dan 
apabila pembeli membatalkan transaksi tersebut maka ‘urbun (uang muka) 
menjadi milik penjual.  
g. Menurut ‘Athiyab ibn Muhammad Salim ‘urbun adalah:15 
Dikatakan ba’i al-‘urban atau ba’i al-‘urbun, al-‘urbun menurut 
kebudayaan masyarakat ialah: seorang pembeli mendatangi pemilik barang 
dagangan (penjual), dan ia (pembeli) menginginkan barang dagangan tersebut, 
akan tetapi pembeli tidak memiliki uang yang cukup untuk membeli barang 
dagangan tersebut, maka pembeli berkata kepada penjual: “Aku tidak memiliki 
uang yang lengkap, akan tetapi aku menangguhkan pembayaran sampai hari esok 
(perumpamaan), sehingga aku datang kepadamu dengan uang yang lengkap, maka 
penjual berkata: “Aku khawatir kamu pergi dan tidak kembali lagi,dan terkadang 
akan datang pelanggan yang lain yang menginginkan barang dagangan tersebut 
dan aku tidak mampu untuk menjualnya, maka dari itu aku mengikatkan 
perjanjian denganmu, akn tetapi berikanlah uang panjar (‘urbun) sebagai jaminan 
sampai kedatanganmu, maka pembeli berkata, “Ini adalah ‘urbun (uang muka), 
harga barang adalah seratus, ini adalah uang sebesar sepuluh untuk menjadi uang 
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muka, apabila aku datang kepadamu dengan membawa uang yang lengkap maka 
aku akan mengambil barang dagangan tersebut dan aku akan membayar sisanya 
dan sisanya itu adalah sebesar Sembilan puluh.   
h. Menurut Fadhilah Syaikh al-Utsaimin ‘urbun adalah:16 
Mendahulukan pembayaran ketika terjadi proses transaksi jual beli atau 
sewa menyewa dan uang yang dibayarkan adalah sebagai uang muka, apabila 
transaksi jadi dilakukan maka uang muka tersebut menjadi bagian dari uang 
transaksi atau uang sewa, dan apabila transaksi tidak jadi dilanjutkan maka uang 
muka tersebut menjadi milik pemilik pekarangan (dalam transaksi sewa 
menyewa) atau milik penjual (dalam transaksi jual beli).  
i. Menurut organisasi ulama agung kerajaan Saudi Arabia, ‘urbun adalah:17 
Seorang pembeli membeli barang dagangan dan menyerahkan kepada 
penjual sejumlah uang sebagai uang muka, apabila pembeli mengambil barang 
dagangan maka pembeli menyempurnakan pembayaran, apabila pembeli tidak 
jadi melakukan transaksi jual beli maka uang muka tersebut milik penjual.  
j. Menurut Abu Umar Yusuf ibn Abdullah ibn al-Bir al-Namroi al-Qurthubi 
‘urbun adalah:18Seseorang membeli budak atau hamba sahaya atau menyewa 
binatang ternak kemudian berkata kepada penjual atau pemberi sewa, “Aku 
berikan kepadamu satu dinar atau satu dirham atau lebih dari itu atau kurang dari 
itu, apabila aku mengambil barang dagangan tersebut atau aku mengendarai 
binatang ternak tersebut, maka apa yang aku berikan sebagai uang maka sebagai 
bagian dari pembayaran atau sebagian dari bagian uang sewa ternak, dan apabila 
aku meninggalkan barang dagangan dan hewan ternak tersebut maka apa yang aku 
berikan sebagai uang muka kepadamu, maka itu menjadi milikmu (penjual).  
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k. Menurut Ibnu Atsir ‘urbun adalah:19 
Seseorang membeli barang dagangan dan menyerahkan sejumlah uang 
kepada penjual, apabila pembeli melangsungkan transaksi jual beli maka pembeli 
akan membayar penuh, dan apabila pembeli tidak jadi melangsungkan jual beli, 
maka uang muka tersebut menjadi milik penjual dan tidak pembeli tidak meminta 
uang mukanya kembali.  
l. Menurut Al-Manawi, ‘urbun adalah:20 
‘Urban dapat dikatakan pula ‘urbun, yaitu seorang pembeli menyerahkan 
sesuatu kepada penjual, maka apabila pembeli suka terhadap transaksi jual beli 
tersebut maka uang muka yang diserahkan pembeli kepada penjual menjadi 
bagian dari uang pembayaran, dan apabila pembeli tidak melanjutkan transaksi 
jual beli tersebut, maka uang muka tersebut adalah hibah dari pembeli kepada 
penjual.  
m. Menurut Dr. Abdul Adzim Abu Zaid,  
‘urbun adalah: .21 Sejumlah uang yang dibayarkan oleh pembeli kepada 
penjual supaya barang dagangan ditahan tidak dijual oleh penjual kepada pihak 
lain, dan apabila transaksi jadi dilakukan maka uang muka yang telah dibayarkan 
termasuk dari bagian dari harga, dan apabila transaksi tidak jadi dilakukan maka 
uang muka yang telah dibayarkan oleh pembeli kepada penjual menjadi milik 
penjual.  
Dari beberapa definisi yang dikemukakan oleh para pakar dengan 
menggunakan redaksi yang berbeda-beda di atas, dapat disimpulkan bahwasannya 
yang dimaksud dengan ba’i al-‘urbun (uang muka) adalah sejumlah uang muka 
yang dibayarkan pemesan/calon pembeli yang menunjukan bahwa ia bersungguh-
sungguh atas pesanannya tersebut. Bila kemudian pemesan sepakat atas barang 
pesanannya, maka terbentuklah transaksi jual beli dan uang muka tersebut 
merupakan bagian dari harga barang pesanan (asset) yang disepakati. Bila 
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kemudian pemesan menolak untuk membeli asset tersebut, maka uang muka akan 
hangus dan menjadi milik penjual. 
 
E. Langkah-Langkah Penelitian  
1. Metode Penelitian  
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. 
Menurut Sugiyono yang dimaksud dengan penelitian deskriptif ialah penelitian 
yang dilakukan untuk mengetahui nilai variable mandiri, baik satu variable atau 
lebih (independen) tanpa membuat pembandingan, atau menghubungkan antara 
variable satu dengan variable yang lain.
22
 Dalam penelitian ini penulis mencoba 
mendeskriptifkan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) No.13/DN-MUI/2000 
tentang Uang Muka Dalam Murabahah. 
2. Jenis Data  
Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif. Data 
kualitatif menurut Suhasimi Arkunto adalah data yang digambarkan dengan kata-
kata atau kalimat-kalimat yang dipisahkan menurut kategorisasi untuk 
memperoleh kesimpulan yang meliputi: 
a. Silang pendapat fuqaha  mengenai hukum jual beli ‘urbun ? 
b. Konsep uang muka dalam murabahah di Fatwa DSN Nomor 13/DSN-
MUI/2000 dan metode istinbatul ahkam Fatwa DSN NO 13/DSN-MUI/2000 
tentang uang muka dalam Murabahah? 
c. Proses transformasi yang digunakan Dewan Syariah Nasional (DSN) 
dalam menetapkan fatwa tentang uang muka dalam murabahah? 
3. Sumber data 
Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ada yang bersifat primer 
dan ada yang bersifat sekunder. Adapun sumber data yang bersifat primer adalah 
Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Mejelis Ulama Indonesia (MUI) 
No.13/DN-MUI/2000 tentang Uang Muka Dalam Murabahah. Sedangkan sumber 
data yang bersifat sekunder adalah kitab-kitab fikih dan literatur-literatur yang 
relevan dengan fokus penelitian ini.  
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4. Teknik Pengumpulan Data  
Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data adalah studi 
kepustakaan. Adapun yang dimaksud dengan studi kepustakaan adalah penelitian 
analisis kritis terhadap teks atau sumber pustaka tertentu. Studi kepustakaan ini 
digunakan untuk mendapatkan teori-teori serta pendapat-pendapat para fuqaha 
yang dapat dijadikan sebagai landasan pemikiran dalam penelitian ini, untuk dapat 
melakukan penarikan kesimpulan secara umum.  
5. Analisis Data 
Analisis data dalam penelitian ini adalah dengan : Pertama, 
Mengumpulkan data yang diperlukan dari sumber-sumber yang diduga 
memilikinya. Kedua, Mengkaji serta mengklsifikasikan pendapat-pendapat 
fuqaha. Ketiga, menganalisis setiap pendapat para fuqaha. Keempat, Memilih 
pendapat yang paling kuat dari berbagai pendapat. Kelima, proses transformasi 
yang digunakan Dewan Syariah Nasional (DSN) dalam menetapkan fatwa tentang 
uang muka dalam murabahah. 
